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POLISE

Oleh Centoeng Soeropati,

Dalam Kompas igl
1995 dimuvat sekilas
f:ﬁ@}adii Jenderal (Pol) Drs,
Astrosemita, Kapoli v
ki jammmy & sepak sg
im ubantag 34 mm

ah g (%iamgmﬁm ik peningkaian
,,N}fayaz‘an terhadap masyara '»m. )
taniangan situasional yang ferkait
pada gangguan kamiibmas doengen
segala modus operandinya, (3} tan-
tengan instrumental vang mencakup
perangkat hukum dan perundang-
undangan, (4) iantangan vang me-
nvangkut aspck penampilan polisi
dan (5) tantangan di bidang keseja-
hteraan prajurit. Identifikasi perma-
salahan seperti itu tentu memerlukan
tindak lanjut manajemen yang efekiif
dan efisien agar Polri dapat menga-
tagi kelima tantangan tersebui.

Satu hal yang menarik dari
pemberitaan tersebut adalah bahwa
Kapolri mengharapkan bantuan ma-
syarakat untuk ikut serta “mendidik”
polisi, misalnya : berani menegur polisi
kalau salah. Diberitakan pula bahwa
Kapolri tidak berkeberatan dengan
adanya kontrol sosial masyarakat
terhadap polisi. Namun diingatkan-

*} Penulis adalah mantan Polisi dan Dosen Fa-
Iuitas Hukumm UKSW Salatiga, lulusan Suscados
Lemhannas ke-16, 1986,

DAN MEDIA MASSA
SH,OMCL, LLM )

nya pula azar wargs masvarakal yang
menvesalkan babwa ciizs polisi jelsk
fu*»asa jangan meiskukan penyuapan
epada polisi sebagai jalan pintas
myu% menghindari arusan dengan
Tampakays Kapold meng-
anggap kritik masyarakat faqg ber-
sifar “mendidik” termasuk dalam
salah saty taniangan vang perlu di-
atasi olel Polrl dengan memberikan
pelayanan sesual dengan vang di-
harapkan olebh masyarakat,

Y
r i}i},‘.s -

Sehubungan dengan berita. fer-
sehut, dalam konteks manajemen
diltenal adanya lima langkah mana-
jerial, yaitu @ (1) perencanaan (plan-
ning), (2) pengorganisasian (organi-
zirg), {3) pelaksanaan {acfuating),
(4ypengendalian (conrolling). Dalam
hal ini pemahaman teniang tantangan
vang dihadapi Polri sangat relevan
dalamn perencanaan oyganisasi se-
dangkan keterbukaan terhadap kritik
dari masyarakat kepada Polri amat
signifikan dalam pengorganisasian
diri. Dalam konteks organisasional,
pemeliharzan Kamtibmas tidak akan
berhasil tanpa melibatkan masyara-
kat, yang dalam banyak hal diwakili
oleh pers. Oleh sebab itu imbaunan
Kapolri menyiratkan pentingnya
pengendalian relasi polisi-pers demi
keberhasilan kinerja Polri.

Dalam konieks individual, di
lapangan ketika scorang polisi



dihadapkan dengan suatu situasi
kongkret ia dlmnmt uniuk menjawab
tantangan (threat) ataupun kerawan-
an (hazard) kamtibmas. dengan

madakan kepahslan tertentu, _Personil

mdeza pOllSl (pohce Sense} atan
nalum pahsznya (police intuition)
har -segera berbuat. sesuatu. Ia
~ harus memproges. | masukan mentah

'-{raw inpuL) bempa tantangan -atau

"kerawan kamtibmas tersebut - ber-
'sama ¢ ‘dengan sejumlah masukan in-
Stmmentai {mszmmemai inpui)
yang berasal dari aturan perundang-
undanoan kesamaptaan petugas,
kelengkapan persenjataan, kemam-
puan.kendaraan, radius jangkau
waik:e~talkle kemgapan dispatcher,
dlsb,. -

D1 sampmg itu ia'harus mengolah
pula masukan lingkungdn (environ-
mental inpui) baik yang disampaikan
oleh komunitas di tempat kejadian
maupun yang diserap dari situasi
medan dan kondisi sasaran tindak.
Tindakan kepolisian (police action)
terientu yang dilakukannya merupa-
kan keluaran (ouwspur) dari proses
sesaat itu. Dalam hal demikian polisi
mungkin terlupa bahwa sepak ter-
jangnya dapat termonitor oleh nya-
muk-nyamuk pers pemburu berita.
Jika tindakan kepolisian yang dilaky-
kan dirasakan tidak tepat karena
merugikan kepentingan masyarakat
tertentu kepada siapa wartawan ber-
pihak, tidak mustahii akan muncui
pemberitaan yang merugikan citra
Polri.

Harmonisasi relasi polisi-per

Liputan wartawan yang dxsxaﬂ;an
oleh media massa sangat efeknf
untuk .membentuk.. pendapat. publlk
(public opinion). Dalam hal inj media
massa dapat dzgunakan buk&n wmtuk_
mendxchk” masyarakat tentang citra
polisi menurut persepsi . Warmwan
Memang dapa.t terjadi bahwa gjers '
yang meliput sepak. terjang polisi
mempunyai citra subjektif (press
zmage) tentang polisi yang herb@da_
dengan ciira diri (self image) yang
dimiliki polisi yang bersangkumn
Melalui pemberitaan yang intens dan
sering maka ciira subjekiif pers ter-
sebut berangsur-angsur dapat mem-
buahkan citra publik (public image)
tentang polisi yang kurang me-
nguntungkan,

Dalam Diskusi Panel tenmﬁg
“Harapan Masyarakat kepada Polisi
dalam Menciptakan Rasa Aman”
yang diselenggarakan oleh PTIE be-
kerjasama dengan harian Kompas
tgl. 20 Oktober 1994 terungkap
bahwa pelaksanaan tugas Polri ricdak
jarang justru melahirkan citra vang
negatif dan kurang menggambarkan
jati dirinya sebagai Rastra Sewa--
xottama. Pelayanan Polri diakui
terkesan lambat, mempersulif, pam-
rih, memihak, tidak muncu! bila
diperlukan dsb. Oleh sebab it Polri
perlu melakukan pembangunan
menyeluruh yang mencakup pein-
bangunan citra (image building) me-
falui kampanye kepolisian dan
penyusunan mata pelajaran kam-



tibm’a;'s'"'uﬁmk: fpeﬁtiidika’n ‘nasional.
Sehubungan dengan penﬁngnya
-keseraszan polm-pers itulah polisi
di inggns senantiasa memehhara
hubungan ‘yang konstrukﬁf dengan
media massa, Untuk it polisi Inggris
'se}alu merbuka diri untuk berchalog
dengan publik: dan suatu siaran pers
dan konperensx pers dapa‘i: saja di-
an’ oleh polisi pada tmgkat
 pos (station). Perpohsxan gayalInggtis
memang mempunyal ciri yang khas,
karena ‘tidak ‘meniru model p01131
Eropa yanﬂ bergaya militer ataupun
mc-de% cop - Amenka yang sarat de-
ngan ‘Muansa. politik. ‘Namun tidak
dapat dipungkiri bahwa polisi Inggris
meaampﬂkan cifra pubhk polisi yang
ramah dan dekat dengan masyarakat
sebagai friendly Bobby sehingga
sering dirujuk sebagai model alternatif
dalam studi kepolisian dan perpolisi-
an. Polisi Inggris cenderung tidak
defensif terhadap masyarakat sehing-
ga tiddk enggan membeberkan hal-
hal ¢i belakang layar atau memancing
diskusi publik. Gantinya membiarkan
diri menjadi bulan-bulanan kritik oleh
pers, polisi Inggris sengaja melibat-
kan media massa untuk membantu
mengungkap kasus dan menyampai-
kan informasi. . :

Hal yang serupa terjadi juga di
New Zealand, di mana setiap anggota
polisi dalam pangkat apapun diberi
kewenangan untuk berhubungan
langsung dengan media massa. Na-
mup anggota polisi hanya boleh
meémbeberkan fakta berdasarkan

pungetahuanaya S"ndiﬂ dan ndak
mengungkapkan persangkaan ‘atau
hal-hal ‘yvang masih dlpertanyakan
kebenarannya kepada pers: Di Ame—
rika Seérikat polisimembina kealcrab an
dengan masyarakat (social’ mpporf)
dengan terjun melakukan penyuluhaa
di’ sekoiah—sekolah ‘Mereka ‘mem-
bxarkan ‘para mahasiswa bertanya
tentang segala sesuatu mul

_pakaian seragam, sen}ata dan per-

lengkapan tugasnya, alat pengetes
kadar alkohol bagi pengemudx;_kem
daraan bermotor sampai ke tnasalah
brutalitas tindakan polisi, Polisi 3uga
menerbitkan dan membagikan brosm
tentang cara pengamanan dm di
apartemen atau di kampus, te}{mk
pengenalan dan pelaporan penjahat
atan orang yang dicurigal sebagai
penjahat, upaya menghindari perko-
saan bagi wanita, parkir kendaraan
yang aman dari pencurian, dsb.

Meskipun demikian perlu juga
disadari bahwa melibatkan pers
untuk “mendidik” masyarakat agar
tidak takut “mendidik” polisi, tenin
adauntung dan ruginya. Ketika satuan
SAS melakukan serangan kepada
gerombolan teroris yang berlindung
dalam kedutaan Iran di London, ada
televisi yang dengan jeli meliput
peristiwa berdarah tersebuti. Pena-
yangan semacam itu tentu bisa
mengilhami teroris lain untuk men-
cari cara yang jitu dalam menghadapi
serangan semacam itu dan membuat
upaya polisi di kesempatan lain men-
jadi kurang berhasil. Ketika polisi
sibuk mengungkap sabotase kapal



Rainbow Warrior di pelabuhan
Auckland, pers juga disalahkan
karena membcntakan adanya Ke-
terilbatan seorang. wanita -dalam
peristiwa tersebut .dalam -rangka
infiltrasi terhadap ‘organisasi Green-
peace di New Zealand. Wanita Peran-
cig’ yang telah diketahui namanya
_dan terayata seosang perwira intel
_ lmpun sagera raxh dam Ncw Zealand

Kurang serasinya huhungan
pohsa-pers dapat berakibat tragis
sebagmmana daalaxm oleh polisi di
Los Angeles, Hal riu terjadl gara-gara
sebuah televisi menayangkan rekam-
an v;deo yang menggambarkan tin-
dak kekerasan sejumlah polisi
berkuht putih terhadap seorang
pengemudx berkulit hitam bernama
King. Penayangan yang provokatif
itn menyulut kemarahan kaum kulit
hitam sehingga meiedak menjadi
kerusuhan rasial yang memalukan
bagi kehidupan demokrasi di Ame-
rika Serikat. Se-jumlah besar toko-
toko dibakar habis dan terjadi juga
penyerobotan barang-barang yang
dijual oleh penduduk kulit hitam
yang taraf kehidupannya berke-
kurangan. Realitas sosial yang di-
tampilkan televisi mengenai peris-
tiwa itu tidak seluruhnya benar
tetapi komunitas setempat terlanjur
mempunyai persepsi yang keliru
bahwa polisi bersikap rasis dan
bertindak sadis.

Jurnalisme yang edukatif

Dalam Seminar. Angkatan Darat
ke IV di Bandung beberapa ‘waktu
yang lalu terungkap arti penting pers
sebagai lembaga sosial untuk melak-
sanakan fungsinya sebagai alat reka- -
yasa dan kontrol sosial. Pers harus-
lah menjadi penjalin integrasi nasi-
onal dan secara kultural wajib me-
melihara - pola perilaku bangsa.. An-
donesia, Pers nasional tampakmya
belum banyak berperan sebagai agen
demokratisasi - bangsa meskipun
dalam beberapa hal ada media massa
yang: melakukan pengadilan oleh
pers (irial by press). Apa yang . di-
ungkapkan dalam seminar it kira-
nya perld disadari baik oleh Polri
maupun pers. Pers memang mem-
punyai kemampuan vntuk membuat
agenda (agenda seiting) tentang
berita apa yang dianggap penting
atau tidak penting untuk disajikan
kepada.khalayak pembaca. Dalam
banyak hal agenda pers itu cocok
dengan agenda publik sehingga hal-
hal yang diberitakan memang me-
wakili- persepsi dan evaluasi ma-
syarakat terhadap Polri. Namun
dalam hal-hal tertentu ternyata pers
mempunyai agendanya sendiri yang
bertentangan dengan harapan dan
kebutuhan publik sehingga pem-
beritaannya melanggar aturan pe-
nertiban (publication regulation).
Pers yang melanggar hukum itu ielas
tidak menjalankan fungsinya dan
harus ditindak oleh pihak yang
berwenang sebagai konsekuensi
dari azas “pers bebas tetapi ber-
tanggungjawab”,



-+ Jurnalisme yang dilakukan-oleh

wartawan Indonesia ‘seharusnya

miengindahkan - Kode Biik Profesi
Wariawan Indonesia. Kenyataan
mepunjukkan-bahwa wartawan toh
cenderung bertindak seperti tukang
intip (voyeurs) segala kejelekandunia
dan ketldaksempurnaan mannsia.
D@ngan ‘pena ‘yang iajam mereka
dapat” menggunakan media masgsa
antik ‘membeniuk sikap publik’'dan
gitra  polisi  di-mata publik serta
menggambarkan kesenjangan Telasi
p@“ﬁgsx-kemumtasnya Mereka sering
tidak menghiraukan aturan profesi
(professional ‘regulation) sehingga
pemberitaan tentang sepak terjang
polisi tidak bersifat “mendidik” dan
" 1ebih’ bersifat mencemooh. Suatu
berita ‘dimuat dengan headline yang
mencolok tetapi tidak diikuii berita
lanjutan (follow-up news) pada
penerbitan berikuinya sehingga tidak
tuntas menyampaikan informasj ke
pada ‘publik. Liputan pers yang
tidak - didasarkan pada investigative
report yang objektif dan penonjolan
aspek sensasi dalam pemberitaan
tentang tindakan kepolisian memang
dapat meningkatkan tiras penjualan
tetapi dapat merugikan citra Polrd
puia.

Suaiu masalah yang menyangkut
pengendalian unjuk rasa oleh polisi,
misalnya dalam sengketa perburuhan
atan dalam lingkungan kampus se-
ring digembungkan (blow-up) begitu
rupa oleh pers. Akiivis demonstrasi
biasanys mendapatkan porsi pem-
beritaan yang lebih besar daripada

- petugas. polisi yang digambarkan

sebagai “pengganggu” aktivitas me-
reka.- Sewaktu ‘polisi membubarkan
pengunjuk rasa di sekitar Momnas yang
memprotes pencabutan SIUPP maja-
lah Tempo, Editor dan Detik (27
Juli 1994) sempat diberitakan bahwa
polisi memukul salah scorang de-
monstran, Demikian pula ‘pembe-
ritaan tentang pelarangan pertemusn
dengan- alasan tidak ada izin dati
pihak yang berwenang, misalnya-:
dalam seminar Pluralisme Hukuimn
Pertanahan yang diselenggarakan
oleh YLBHI di Jakaria (7 Septembex
1994) dan diskusi antara perwakilan
LBH Surabaya di Malang dengan
karyawan PT Sidobangun, Singosari
(15 Agustus 1994). Porsi pemberitaan
tentang keberatan pihak yang di-
minta bubar (misalnya komentar
Brigjen Pol. (Purn) Rukmini dan
DR, Maria Soemardjono} lebih
panyak daripada alasan dilakukan-
nya pelarangan oleh polisi. . .

Media massa mempunyai fungsi
yang unik, khususaya dalam peli-
putan masalah yang menyangkut
konflik dalam komunitas. Pemberi-
taan yang memihak (bias) bukan
hanya merugikan salah satu pihak
yang bertikai tetapi juga merong-
rong integritas polisi dalam mena-
ngani konflik tersebut. Oleh karena
masing-masing pihak yang berseng-
keta berusaha mencari simpati pem-
baca media massa maka polisi harus
arif dalam membaca situasi. Jika
polisi terjebak ikut berpihak dan
melakukan tindakan yang berlebih-



an, hubungan polisi-komuynitas “atan
polisi -dengan:pihak yang berkonflik
dapat ferganggu. Hubungan fersebut
akan-menjadi lebih parah jika sampai
terjadi Tuka-luka fisik akibat tindak-
an polisi, yang inerupakan hal vang
menarik untik diberitakan oleh- TIRAGS
media; Oleh sebab ifn: ketika polisi
‘Bierasakan ‘godaan vang kuat untuk
' -bsmndakkmas kepada pzhakmmapaa
polisiiharug Jberusaba antuk- hanva
'meiakukan kekerasan minimal agar
tidak . memadl bulan-bulan pers dan
menimbulkan - aﬁ&patz di kﬁlaﬁgan
ksmumtasnya

Pacia ‘safu’ sisi, pers sebenarnya
mcmpunyai mnggﬁngjawaa sosial
kepada masyarakat bangsa dan ne-
gara untuk seiaiu berpandangan
objeicnf dan menyampmkan berita
dengan sxkaﬁ neiral. Untuk itu media
-massa harus akiif menemukan apa
yang sedang ter}au dan mengapa
demikian dan melaporkan’ kepada
pembacanya tentang hasil observasi-
nya. Jika pemberitaannya sampai
menyangkut hubungan polisi-ko-
munitas, media yang bersangkutan
harus mencari informasi yang men-
jadi latarbelakang hubungan terse-
but, termasuk memberi kesempatan
kepada polisi dan pihak yang ber-
konflik untuk menjelaskan posisi-
nya, mengemukakan pandangannya
dan mempertanggungjawabkan tin-
dakannya, Maka bilamana mungkin,
polisi harus memanfaatkan media
massa untuk kepentingannya melalui
seorang yang ditugasi menjadi juru
bicara resmi. Pada sisi lain, pihak-

pihak yang terlibat dalam konflik;
yang -menyadari kekuaian media
massa dalam-membentuk opini -
publik, beranggapan bahwa di balik
pemberitaannya pada wartawan telah -
memanipulasi fakia untuk kepen-
Emgameya sendiri . saja. Akibatnya,
salah-satu pihak yang merasa di atas
angin lalu mencoba melakukan
perbuatan terientu unfuk mcnag‘lk
perhamﬂ pers. aiau t@lev151 Bahkan
mur}gkm ms';mira mﬂlaku}«:an suatu
upaya y;mg dlperkarakan dapat
mempmvokam 1espons eksirim darj
polisi uniuk injuan publisitas, Tet@pl
jika polisi sampai melakukan. gin-
dakan yanmg tidak tepat karena provo-
kasi tersebut, reputasi dan otoﬂaas
kepolisian menjadi tercemar, '

Efektivitas dan legitimitas suatu
tindakan kepolisian memang sangat
dipengaruhi oleh ada-tidaknya restu
publik (public approval). Meskipun
masukan instrumental dari aturan
perundang-undangan sering kali
menjadi dasar utama dalam kegiatan
berpolisi, masukan situasional dari
lingkungan ternyata sangat mem-
pengaruhi diskresi polisi. Meskipun
suatu tindakan kepolisian dilakukan
berdasarkan hukum dan perundang-
undangan, misalnya : menggusur
perumahan di daerah kumub atau
mengamankan kerumunan buruh
yang berunjuk rasa, hasilnya akan
kurang efekiif jika tidak mendapat
persetujuan dari publik. Sebaliknya
meskipun tindakannya bersifat dis-
kresioner, yang sedikit banyak tidak
pas dengan hukum dan perundang-



undangan, dukungan dari publik
dapat melegitimasi tindakannya.
Sebagai contoh : perampasan dan
pemusnahan botol-botol minuman
keras' dari toko-toko yang sebenar-
nya sudah memiliki ijin penjualan.
Dukungan itu dapat terjadi amiara
lain berkat adanya pemberitaan pers
yang -ferus-menerus.

Daiam hai ini satuan kepolisian
juga “berbeda satn dengan yang lain
dalam perilaku berpolisi sebagai-
mana digambarkan oleh James Q.
Wilson dalam bukunya berjudul
Vanetzes of Police Behaviour (Cam-
bridge, Mass, Harvard University
Press, 1968) Tidak semua satuan
kepolisian memiliki cara berpolisi
yang sama karena perbedaan lingkep
tanggungjawabnya, luas wilayah dan
kepadatan penduduk tempat kerja-
nva, kekuatan personilnya, kesama-
an latihannya dsb. Demikian pula,
tidak semua petugas polisi memiliki
kesamaan sikap dan tindakan karena
latar belakang, kepribadian, penga-
laman, kualifikasi dan minainya juga
tidak sama. Macam tugas kepolisian-
pun berlain-lainan karena terdapat
spesialisasi dan pembagian kerja da-
lam organisasi kepolisian. Oleh
sebab itu tindakan diskresioner
perpolisian juga tidak selalu dapat
menganut pola baku tertenfu uniuk
waktu dan tempat yang berbeda.

Pemberitaan yang fakiual

Meskipun demikian pers me-
mang tidak dapat dianggap monolitik
karena masing-masing media massa

mempunyai ciri-ciri jurnalisme ter-
sendiri. Misalnya harian Kompas
menjanjikan “Amanat Hati Nurani
Rakyat” sedangkan harian Suara
Pembaharuan  bersemboyankan
“Memperjuangkan Harapan. Rakyat
dalam Pembangunan Nasiomal Ber-
dasar Pancasila” dan harian Seara
Merdeka mempunyai motto. .“1_1_1;33—
penden, Objektif , Tanpa Prasangka”
Namun dalam prakiek, pemberitaan
dalam media massa dilakukan de-
ngan mempertimbangkan aspek
komersial sehingga dapai inenjurus
ke pemberitaan yang tidak:faktual
dan kontekstual. Pers Indonesia
memang tidak dapat digeneralisasi
sebagai alat perjuangan sebagah
mana gikehendaki menurmat UU
Pokok Pers. Ada saja media massa
yang pemberitaannya membuat ma-
syarakat menjadi ragu-raga tentang
keabsahan penanganan kasus pent-
punuhan Deetje, kasus pembunuhan
Marsinah, kasus matinya Aldi di
rumah Ria Irawan dsb. Sebalikaya
Polri menyesalkan bahwa media
massa lain justru membuat terbunuh-
nya Johny Sembiring (23 Agustus
1994) yang bekas penjahat itu se-
olah-olah menjadi pahlawan.

Berdasarkan pengamatan penulis
di Indonesia, masalah korupsi dan
penyalahgunaan kewenangan yang
dilakukan oleh polisi jarang sekali
diungkapkan dalam media massa,
Berbeda dengan di negara-negara
maju, tindakan diskresioner polisi
yang menjurus atau merupakan
pelanggaran hukum mendapat sorot-



an tagam dam pers. 3’u.1an Roeha.ck
danThomas Barker dalam A Typology
of Polzce Cormptmn (New York;
Pzaager '1974): misalnya membeda-
kan delapan jenis. korupsi dalam
imgkungan kepohszan yang temu saja
dapat menjadi:bahan pemberitaan
p@rs Peﬁama penyalahgunaan ke~
wenangan . dengan menerima ke-
untungan material tertenm yaﬁg udak

~sah- karena status. sebagai polisi, .
Kedua; ‘menerima barang -atau jasa

sebagax Iempar balik «(kickbacks)
keuntungan bisnis orang’terientu
dengan pel_anggannya ‘berkat ‘kolusi
dengan polisi. yang bersangkutan,
Ketiga, pencurian barang dengan
memanfaatkan kesempatan dari ter-
sangka penjahat atau korban’ ke-
jahatan, tempat kejadian atau barang
tak-bertuan. Keempat, menerima
uang atau-jasa dari tersangka pen-
jahat untuk tidak melakukan atag
melanjutkan penyidikan (shake-
downs), Kelima, memberi perlin-
dungan terhadap kegiatan itlegal
sehingga tidak diganggu oleh polisi.
Keenam, mengatur proses perkara
(fix) begitu rupa dengan membiar-
kan orang tertentu yang akrab
dengan polisi berusaha agar polisi
tidak periu bertindak. Ketujuh,
melakukan tindak pldana secara
langsung. Kedelapan, -penyuapan
dakhil (internal pavoff) berkaitan
dengan penugasan, jam kerja, pro-
mosi, penguasaan barang bukii, pe-
nangkapan dsb, dalam lingkungan
kepolsian sendiri.

Tindakan kepolisian yang bersifat

brutal ataupun: pezayaldhguaaan ke-
kuatan kadang kala muncul dalam
media massa di:Indonesia; Meskapun -
demikian tampaknya masyarakat
tidak -terlalu mempersoalkan sampai
di mana batas kekerasan yang boleh
dilakukan oleh Polri: Misalnya : kapan
seorang tersangka boleh dztembak_

~ kakinya?.Mass media juga. tzdak.

mempertanyakan apakah tembakan

pada:kaki-itu benar-benar: dﬁakukan e

setelah - dilakukan tembakan: ‘De-
ringatan, atau : betulkah polisi demi-
kian mahir schingga mudah ‘me-
ngarahkan tembakan pada kaki se-
orang tersangka yang lari? Padatial
dalam Hteratur kepolisian pada
umumnya dipahami bahwa brutalitas -
polisi (police brutaliry) masih di-
tolerir oleh masyarakat sedangkan
penyalahgunaan kekuatan (misuse of -
Jorce) adalah melanggar hukum.
Polisi ‘dapat ‘ditolerir berbuat brutal
misalnya terhadap tersangka yang
mencoba melarikan diri, memalki-
maki atau meludahinya. Tetapi polisi
tidak dapat ditolerir karena me-
nyalahgunakan kekuatannya, ter-
masuk senjata dinasnya, tidak sangat
tidak terdesak. Kalaupun polisi
sampai bertindak terlalu keras
karena alasan yang masuk akal,
pengacara seringkali masih men-
coba membuktikan bahwa polisi
telah memperlakukan tersangka se-
cara melanggar hukum. Upaya yang

~dilakukan dalam membela pasib

tersangka itu biasanya menarik per-
hatian pers untuk memberitakan-
nya.



?embeuma’i pers. seharusnya
msaguﬁgkapkan_habhai yvang faktual
' dan tidak sekedar memaparkan opini
“wartawan. Meskipun demikian peng-
ungkapan -fakia ‘dalam suatu. berita
juga dapat berakibat negatif bagi
polisi.. Sebagai’ contoh adalah apa
berita dalam majalah Forum Ke-
‘aditan No. 20 tgl. 19 Januari 1995
yang mengungkapkan bahwa se~
jumlah tarna.Akpol yang sedang
praktek:“lapangan di Semarang ter-
nyata telah menggauli seorang gadis
Arin (15) dan seorang ibn Ny. Sii
(28):di kantor Polsek. Perbuatan. ity
dilakukan karena kedua wanita itu
tidak ditempatkan dalam ruang
tahanan sehingga tidak terlihat oleh
para: tahanan. Namun pengakuan
korban telah menimbulkan kegem-
paran sehingga dapat dipahami
bahwa masyarakat yang antipati
meminia agar para pelaku perbuatan
tercela terscbut ditindak oleh pihak
yang berwenang, khususnya oleh
Gubernur akpol. Dalam kesempatan
lain diberitakan seorang oknum
polisi (Sertu Pop) yang menembak
mati seorang petugas Satpam ketika
sedang mabuk=mabukan di diskotik
TH ( 10 Agustus 1994 ). Berita ter-
sebut sangat mencemarkan nama
baik korsa kepolisian karena dilaku-
kan oleh oknum yang berpakaian
preman yang tidak diketahui bahwa
dirinya adalah seorang anggota Polrl

tetapi justru membuat onar dan main.

tembak kepada petugas Keamanan
setempat.

Sebaliknya ada juga pemberitaan

yvang posiiif vang dapat menpimbul-
kan simpati masyarakai. Misalnya
peinberitasn tentang dea orang ma-
hasiswa PTIK yang terlibai perkela-
hian dengan sejumlah preman di blok
M Jakaria gara-gara parkir. Perisiiwa
tersebut meskipun vang mengakibat«
kan tewasnya perwira siswa Lettu
(Pol) Budi Prasetyc telah. ?)erhasﬂ
menggalakkan pelaksanaan. pembsr—
sihan preman bukan banya di-jakaria
teiapi Jugs di- seluruh Endonesm
Contoli. vang lain @ tindakan: .po%;.m
di sekitar pintu jalan tol Jakatia-
Cikampek, Bekasi Barai (8 Sep-
tember 1994) uniuk mencegah truk
pengangkut tanah yang ugal-ugalan.
Petugas polisi-lain memang . belum
tento mengambil risiko dengan
memalangkan mobil patroli -di
tengah jalan untuk menghentikan
pengemudi truk yang nekad yang
kemudian dengan sengaja menabrak
mobil patroli tersebut, Namun peris-
tiwa yang diberitakan oleh Kompas
cukup baik untuk menggaimbarkan
risiko jabatan polisi dalam 'me-
laksanakan tugag sehari- hari di-
tapangar.

Di Indonesia upaya harmonisasi
relasi polisi - pers sebenarnya juga
sudah dilakukan oleh Polri. Hanya
saja ada beberapa kententuan intern
vang mengaiur siapa yang boleh
memberikan press release dam
melakukan public relation. Sejauh ini
hubungan Polri dengan pers masih
terkesan formal dan defensif karena
tampaknya dilakukan berdasarkan
konsep pembinaan dan penggalangan



dan bukan, dalam konteks kemﬁraan-

polisi- masyarakat ‘Oleh scbab ity

sangat menarik upaya dari- Kachspen-

Polri untuk melembagakan suaiu
acara’ pertemuan rutin dengan pers
dzlam suatu Coffee morning di Balai

Wartawan Mabes Polri mulai tang ga}_

16 Agnsius-1994. Namun tampakz‘ya
maszh diperlukan lagi upaya pe-.

1 ningkatan dan pendayagunaan da]amf_'f_ ;
‘manajemen komunikasi polisi: KO-

munitas sehingga Polri mampu.se-
cara optimal menjawab tantangan-
tantangan yang dihadapinya.
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No Fakultas Jurusan / Program Studi Status
1. | FAKULTAS HUKUM - mu Hukum (8D Disamakan
2. | FAKULTAS EKONOMI - Manajemen (55 Disamakan
- Akutansi (8) Terdafiar
- Akutansi (DI Terdaftar
3, { PAKULTAS ILMIJ S30SIAL - llmu Pemerintah (3D Disamakan
JLMU POLITIE - Kesejahteraan Sosial (SI) Diakui (Proses Disama-
kan)
4 | FAKULTAS XEGURUAN DAN | - Pendidikan Dunia Usaha (51) | Diakui
ILMU PENDIDIKAN {Dalam Proses Disama-
kan)
- Matematika (5I) Diakui
5. | FAKULTAS TENIK - Arsitekiur (3D Diakui
- Teknik Sipit (SD) Digkui
- Teknik Management Terdaftar (Dalam Proses
Industsi (8D Diakui)
Kewa YBB POLRI JABAR Bandung, Mei 1995
Pj. Rekior
ttd. itd,

May. Jend. Pol. Drs. Soebandy

Brig jend. Pol Drs. ALi Hanafiah



Dalam rangka operasi Lumba-lumba Pol. Air telah berhasil menangkap kapal yan:g
bermuatan kayu tanpa dokumen.




Kapal yang bermuatan kayu hasil kejahatan ini berhasil ditangkap oleh Pol. Atr dt
Suaty perairan di fanah air.



